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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1    Pendahuluan 

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan 

berkelanjutan adalah salah satu agenda internasional yang disusun oleh PBB, dalam 

rangka ingin mensejahterakan masyarakat dunia. Program ini melibatkan 194 negara, 

dan berbagai pelaku ekonomi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk 

mengatasi masalah sosial dan ekonomi di negera yang membutuhkan bantuan. SDGs 

adalah program yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai 

pada tahun 2030. Penelitian ini juga memiliki kaitan terhadap salah satu tujuan dari 

SDGs, yaitu Pilar Pembangunan Sosial yang memiliki 5 tujuan didalamnya yang 

berisi Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 

Pendidikan Berkualitas, dan terakhir  Kesetaraan Gender. Pilar Pembangunan Sosial 

ini secara tidak langsung memiliki keterkaitan terhadap objek penelitian ini yaitu 

tentang “Perlindungan Anak” dikarenakan 5 tujuan dari Pilar Pembangunan Sosial 

itu menjamin dan melindungi hak-hak seorang anak.  

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs adalah terwujudnya 

kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif 

untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. 

Tujuan dari Pembangunan Hukum dan Tata Kelola itu berisi  tentang Perdamaian, 

Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh yang mana tujuan tersebut memiliki 

keterkaitan terhadap fokus dari penelitian ini yaitu “Collaborative Governance”, 

dikarenakan Collaborative Governance adalah suatu program yang membutuhkan 

kelembagaan yang adil, damai, dan kuat dalam prosesnya.
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 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,dan berpartisipasi 

secara optimal sesuaidengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan juga merupakan suatu 

bentuk tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu yang lain yang 

mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Upaya perlindungan hukum kepada anak 

yang menjadi korban kekerasan dikoordinasikan dan ditingkatkan dalam bentuk 

kerjasama secara lokal, nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara 

lain dengan mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan diantara 

Stakeholder dalam penghapusan kekerasan  kepada anak. 

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh 

Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan ini menyebutkan bahwa 

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga 

negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi 

manusia dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Kondisi saat ini menunjukan bahwa aturan mengenai perlindungan anak belum 

mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Inewssumsel, memuat masih 

banyak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak manusiawi terhadap 

anak-anak; seperti tindak kekerasan seksual pada anak, termasuk darurat kekerasan 

seksual terhadap anak dengan pelaku orang terdekat (iNews.id - Sumatera  
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Selatan, : https://sumsel.inews.id/) Dalam tiga bulan terakhir, terungkap lima anak 

diperkosa ayah kandung berulang kali, bahkan ada yang hamil dan melahirkan. 

 

Gambar 1 Berita Kekerasan pada Anak 

 
     

    Sumber: https://sumsel.inews.id/  

 

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meminimalisir kasus 

kekerasan terhadap anak masih perlu dimaksimalkan terkait semakin meningkat 

kasus kekerasan anak pada Provinsi Sumatera Selatan. Berikut merupakan data 

pelanggaran hak anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 

hingga 2022. 

Tabel 1 Data Kekerasan pada Anak di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-

2022 

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) 

2023. 

 

Tahun Jumlah        Laki-laki      Perempuan 

2020                       193   54  139 

2021                       240   75   165 

2022                       250     102  148 

TOTAL                       683      231      452 

https://sumsel.inews.id/
https://sumsel.inews.id/
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Berdasarkan tabel 1 diketahui kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera 

Selatan selalu terjadi peningkatan kasus setiap tahunnya. Data ini merupakan laporan 

data yang diawasi dan dikawal oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, belum termasuk kasus yang dikawal 

lembaga lainnya atau yang tidak terungkap ke publik. Salah satu penyebab terus 

terjadinya kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan karena masih 

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak. Hal ini akan 

berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat dalam perlindungan terhadap 

anak. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak, dalam 

Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2013 pasal 6 ayat (a) tentang 

kampanye sosialisasi yang menyatakan bahwa memajukan (to promote) adalah 

langkah awal dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak anak (misalnya melakukan 

pelatihan dan kampanye sosialisasi perlindungan di masyarakat). 

Kesadaran atau pemahaman yang luas tentang isu-isu dan tantangan yang 

terkait dengan perlindungan anak. Ini mencakup pemahaman tentang berbagai bentuk 

kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi yang dapat dialami oleh anak-anak, serta 

upaya untuk mencegah dan menanggapi kasus-kasus tersebut. Pentingnya kesadaran 

tentang perlindungan anak sangatlah besar karena anak-anak adalah kelompok yang 

rentan dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Berbagai ancaman terhadap 

keamanan dan kesejahteraan anak dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk 

kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelecehan emosional, pekerja anak, perdagangan 

anak, dan eksploitasi anak dalam konteks lainnya. Kesadaran harus dibangun di 

semua tingkatan masyarakat, mulai dari tingkat keluarga hingga tingkat nasional dan 

internasional. Pendidikan, kampanye sosial, pelatihan bagi para profesional yang 
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bekerja dengan anak-anak, dan media yang bertanggung jawab adalah beberapa cara 

untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan anak dan mendorong tindakan 

nyata dalam melindungi generasi muda. 

Dampak kekerasan terhadap anak tersebut, apapun tujuannya sama sekali tidak 

bisa dianggap remeh karena dampak dari suatu tindak kekerasan terhadap anak 

sangatlah besar pengaruhnya terhadap kondisi anak tersebut. Dampak yang 

diakibatkan memiliki dampak berkepanjangan dan akan membuat anak tersebut 

mengalami depresi dan kemungkinan terburuknya anak menjadi tidak ingin 

melanjutkan kehidupannya.  

Hal ini tentu penting untuk menjadi perhatian dari berbagai pihak, tidak hanya 

pemerintah saja, namun lembaga lain, orangtua, dan masyarakat haruslah terlibat 

dalam hal kekerasan terhadap anak tersebut. Pemerintah ini tidak bisa bekerja sendiri 

dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya Collaborative 

Governance berbagai pihak agar kekerasan terhadap anak tersebut dapat diatasi. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera 

Selatan telah berusaha mengatasi masalah kekerasan terhadap anak melalui 

kolaborasi antar stakeholder terkait. Namun, masih sering terjadi kendala dalam 

kegiatan tersebut. Persoalan sumber daya dalam kolaborasi penting karena mereka 

memberikan fondasi untuk kolaborasi yang efektif dan berhasil. Dengan memastikan 

ketersediaan dan pengelolaan sumberdaya yang tepat, kolaborasi dapat mencapai 

tujuan bersama, mengatasi tantangan yang kompleks, dan menghasilkan dampak 

positif yang signifikan (Ansell & Gash, 2008) 

Collaborative Governance secara lumrah dapat dipahami sebagai proses 

terbentuknya suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengatur 



 

 

 

6 

suatu program yang melibatkan beberapa pihak berwenang. Collaborative 

Governance adalah serangkain pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik 

yang melibatkan secara langsung Stakeholder di dalam proses pembuatan kebijakan 

yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatife yang bertujuan untuk 

membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau 

aset (Ansell & Gash, 2008)  

Collaborative Governance secara sederhananya dapat diartikan sebagai 

pemenuhan proses  pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang 

melibatkan aktor secara konstuktif pada batas lembaga publik, pemerintahan dan 

masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa 

dicapai jika hanya dilakukan satu pihak saja. Collaborative Governance merupakan 

kondisi dimana pemerintah harus memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar 

organisasi maupun individu (Donahue, 2011). Hal ini juga senada dengan 

(Johansson, 2018) yang menyatakan Collaborative Governance adalah kondisi ketika 

pemerintah dan swasta mempunyai tujuan yang sama dan berupaya mencapai tujuan 

tersebut untuk masyarakat.  

Collaborative Governance memiliki peranan penting sebagai jembatan 

pemerintah dalam mengupayakan jaminan dalam proses perlindungan anak. Dalam 

mencapai keberlangsungan proses perlindungan anak cara yang paling optimal 

adalah dengan berkolaborasi dengan banyak pihak. Oleh karena itu Collaborative 

Governance itu adalah upaya terbaik untuk menjamin hak dan martabat dalam 

perlindungan anak. Hal inilah yang mendorong penelitian tentang Collaborative 

Governance dalam Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 
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Proses Collaborative Governance sering mengalami kendala pada aspek face to 

face atau proses tatap muka antar stakeholder itu dikarenakan masih banyaknya salah 

paham dalam proses komunikasi. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya 

kemacetan dalam kolaborasi yang mengakibatkan proses dan tujuan dari 

Collaborative Governance terganggu. Oleh karena itu aspek  face to face itu 

sangatlah penting karena bermanfaat dalam membangun kepercayaan, komitmen 

terhadap proses, mengidentifikasi peluang yang saling menguntungkan, saling 

memahami dan memperoleh hasil.  

Collaborative Governance adalah sebuah proses yang memiliki suatu peraturan 

tertentu yang dilaksanakan bersama serta berinteraksi untuk saling menguntungkan 

antar stakeholder yang terlibat. Adapun 4 dimensi digunakan yaitu kondisi awal, 

Kepemimpinan, desain institusional, dan proses Collaborative governance. Proses 

collaborative governance meliputi 5 aspek yaitu dialog tatap muka, membangun 

kepercayaan, komitmen terhadap proses,  berbagi pemahaman, dan hasil akhir yang 

terjalin oleh pemerintah, swasta dan masyarakat (Ansell & Gash, 2008) 

Penelitian tentang Collaborative Governance sudah banyak dilakukan namun 

pada objek yang berbeda-beda. Penelitian oleh (Azis et al., 2022) mengaitkan 

collaborative governance pada sektor pertanian. Penelitian oleh (Yasintha, 2020), 

(Kirana & Artisa, 2020), (Mafaza & Setyowati, 2020), (Bela & Utama, 2022) 

mengaitkan collaborative governance pada sektor Pariwisata. Penelitian oleh 

(Wijayanti & Kasim, 2022) mengaitkan collaborative governance pada korupsi. 

Penelitian oleh (Kariem et al., 2022) Quaranul Karim mengaitkan Collaborative 

Governance pada masa Reses. Penelitian oleh (Azis et al., 2022) Collaborative 

Governance pada stunting. Penelitian oleh (Kariem & Afrijal, 2021) mengaitkan 
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Collaborative Governance pada Revitalisasi. Terakhir Penelitian oleh (Pratiwi, 

2021), mengaitkan Collaborative Governance pada perlindungan anak. Namun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan itu terletak pada teori 

yang digunakan dan pada lokus penelitian. 

Keterbatasan pemerintah sebagai pelayan publik khususnya bagi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan untuk 

mencapai suatu tujuan atau hasil yang baik perlu melibatkan pihak lain agar 

mencapai hasil tersebut secara maksimal. Berdasarkan  permasalahan yang telah 

diuraikan terkait collaborative governance dalam Perlindungan Anak di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan maka 

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ” Collaborative Governance dalam 

Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Sumatera Selatan. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Collaborative Governance dalam 

Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Sumatera Selatan ?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan 

menganalisis Collaborative Governance dalam Perlindungan Anak pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dikelompokan menjadi dua, yaitu: 

 
1. Manfaat Teoritis:  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  bagi pengembangan 

Ilmu Administrasi Publik bidang Manajemen Sektor Publik khususnya 

dalam konteks Collaborative Governance dan sebagai referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis:  
 

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam 

mengatasi permasalahan anak beserta Stakeholder yang terlibat. 
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